MZENTERI LINGKUNGAN I{[DUP DAN KEHU L} ANAN

- REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN )

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.83 /MENLHK/SE’I‘JEN /KUM.1 / 10/20 16

| TENTANG
'PERHUTANAN SOSIAL

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimban_g

. _bahwa untuk mengurangi kemiskinan,- penggangguran.
dan ketimpangah * pengelolaan/ penianfaatan kawasan =
-_hutan maka dlperlukan keglatan Perhutanan Sosml. |

: melalui upaya pembenan akses legal kepada masyarakat E

N setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izm Usaha.
.’ Hutan Kemasyarakatan | Hutan Tanaman Rakyat: |
o :i"'Kemltraan Kehutanan atau pengakuan dan perhndungan h
_ masyarakat hukum  adat untuk keseja.hteraan__ -
_'masyarakat dan kelestanan sumber daya hutan; o
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6
*_Tahun 2007 tentang . Tata Hutan dan Penyusunan'
- Rencana Pengelolaan Hutan, ‘serta Pemanfaatan Hutan
'sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

_' ._Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan’

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan .

' ._dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
C Pemanfaatan Hutan telak dltetapkan Peraturan’ Menten'
- '_.Kehutanan Nomor _P.SS/Menhut II/2011 tcntang Tata
: ':C_ara'. Pe_rmohonén.'lzin U_sa‘ha" Pémanfaatan Hasil Hutan .

' Kayu pada 'Huté.n * Tanaman Rakyat dalam 'Huté.n



. Mengingat :

=

Tanaman scbagaimana telah diubah dengan Peraturan -
Menteri Kehutanan Nomor P.31/ Menhut- II/ 2013 tentang -

Perubahan atas Peraturan Menten Kehutanan Nomor

P 55/Mcnhut—II/2011 tentang Tata Cara Permohonan-

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-11/2014 téntang- |
Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteﬁ Kehu_ta_n_an
Nonﬁ_or P.89/Menhut-11/2014 .tcnltang-.Hutan ljesa,_d&n |

' Peraturan" Menteri 'Kehutanan "-Noihor P. 39 /Menhu't-:

11/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat '

Melalm Kemltraan Kehutanan;

bahwa dalam rangka penyederhanaari pemberian akses

kepada masyarakat dalam perhutanan sosial, perlﬁ

dilakukan pényernpurnaah pengaturan sebagaimana

dnnaksud dalam huruf b

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai_maﬁé. :

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 'pérlu .
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Perhutanan Sosial; |

_Undahg;Undang. Nomor 5 Tahun 1990 ten'tzéxllg" .

Koﬁservasi Sumber Daya Alaml'Hay'atil dan -Ekosistemnya: |

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3419); . _
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Républik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Repubhk" |

'Indonesm Nomor 3888) sebagaimana telah diubah

dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang'
Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Unda.ng—
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tcntang_'

Kehutanan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun .

2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonema Nomor 4412);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
.Perlmdungan dan Pengelolaan ngkungan Hldup
[Lembaran Negara Repu.bhk Indonesia Ta.hun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk.
Indonesia Nomor 5059] _

~Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa _
(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun = 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk-
Indonesia Nomor 54935); _

Undang-Undang Norn_orl '23_ Tahun 2014 tentang
‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara' ' 'Républik.
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
'j Negara chubhk Indoncsna Nomor 5587] sebagalmana.'
telah diubzh beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Un‘dahg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha.n Kedua

. atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 téntang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Négara' 'Republik |
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha.n Lembaran-
' Negara Repubhk Indonesm Nomor 5679] -

__Undang-Undang Nomor 37 Tahun - 2014 téntarig

' -'Konscrva51 Tanah dan Air (Lembaran Negara Republlk

Indonesia Tahun 2014 ‘Nomor 299, Tambahan Lembaran-
.Negara Republik Indonesia Nomor 5608) |
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 -tentahg Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,_
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambaha.n Lembaran
_Nega_ra Repubhk Indonema ‘Nomor 4696) sebagaumana
_telah diubah d_engan Peraturan Pemer_lnta_h _Nom_or 3
 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan |
Pemerintah Nomor 6 Téhun 2007 tentang Tata Hutan
.dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, -sefta
' Pemanfaatan Hutan (Lembaran .Nega.ra 'Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran- :
Negara Republik lndonema Nomor 4818); :



Menetapkan :

 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010'I tentang

- Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara_-- :

Repubh.k Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang

' Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan.- Kawasan_ B

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Repubhk Indonesia -

Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 'Nomor. 5217) 'Sebagaimana_ telah .

* diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun - |

2015 tentang Pérubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 28 ‘Tahun 2011 _tcritang ‘Pengelolaan ..KaWasan._'l '

Suaka Alam dan Kawasan Pelestaria_n Alam - (Lé'mbaran

'.  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330,

11,

Tambahah Lembaran Negara Republik Indonésia Nomor .
5798); | -
Peraturan' Presiden Nomor 16 -'I‘ahun. 2015 _tcntang'

'Kementerian Lingkungan Hidup dan. Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17); | o -
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 85/ Menhut—_
11/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama pada Kawasan

~ Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita

B Negéu‘a Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446);

12.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. dan. Kehutananj

L Nomor P 18/Menlhk- Setjen/ 2015 tentang Orgamssim dan .

13.

Tata Kelja Kementerian ngkungan H_ldup dan
Kehutaﬁan (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713); D
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor -
1025); | | |

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG PERHUTANAN SOSIAL.



BABI
'KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

. Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang d1maksud clenga.n

- l.__

Perhutanan Sosial ada_lah sistem pengelolaan hutan

. lestari yang dllaksanakan dalam kawasarl hutan negara-

. atau hutan hak/ hutan adat yang dilaksanakan - oleh

masyara.kat sctempat atau masyarakat huk:um adat

- ._sebagal pelaku utama = untuk menmgkatka_.n.
~ kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan  dan

dinamika sosial budaya - dalam bentuk Hutan Desa, -

Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat Hutan
Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan -

. negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan _' untuk
_ ke'sejéhtcraan dc_s_;a. |

Hutan ..Kemasyarakatan ~yang selanjutnya di’sihgkat.

: _..dengan HKm adalah huta_'_n' negara yang pcmﬁnfaatan'

' utanianya ditujukan untuk meﬁberdayakan masyarakat.

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya dlsmgkat HTR g

_' aclalah hutan . tanaman pada hutan produk31 yang

dibangun oleh kelompok masyarakat un_tuk

'-meningkatkan 'potensi dan kualitas hutan produksi _

dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin
kelestarian sumber daya hutan.

Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya dzsmgkat'
HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan
lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada_

: lembaga desa.



Izin Usaha Pemanfaatan' HKm yang selanjutnya disingkat
IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan- kepad'a
kelompok atau gabungan kelofnpbk_ masyéraka.t_-setemplat
untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan
lindung dan atau kawasan hutan .p'ro_duksi. | :
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-
HTR adalah izin usaha untuk memanf_éatkan hasil hutan
berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan
produksi yang diberikan' kepadél' kelompok masyarakét

- atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya -

tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin - -
kelestarian sumber daya hutan. _ |
Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk

'memanf_aatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan

ksiyu dan'- bukan kayu melalui pembibitan penanamah .
pernehharaan, pemanenan, pengolahan, dan’ pemasaran:
berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan

lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfastan jasa |

lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata -

air, jasa keanckaragaman hayatl jasa penyerapan/ ) |
peny1mpa.nan karbon. '

Kermtraan Kehutanan adalah kCI]a sama, antara .

- masyarakat setempat dengan pengelo_la hutan, pemegang

izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam

pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri

- primer hasil hutan.

10.

11.

12.

Mitra Konservasi adalah -masyarakat yang tmggal di

sekitar kawasan konserva31 dan menjadl ‘peserta” |

'kemltraan kehutanan konservasi sebaga1 bentuk kerja

sama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.
Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang -
dibebani hak atas tanah. o
Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wnlayah -
masyarakat hukum adat. |



13.

14.

Lembaga Pengelola I-Iutan Desa yang selanjutnya disebut
Lembaga Desa adalah lcmbaga kcmasyarakatan desa

yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa.

‘Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri

dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di

- -sckitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk atau yang bermukim, di dalam kawasan hutan

Negara dlbuknkan dcngan memiliki komumtas 3031a1

- berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan

15.

16.

17.
18.

bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat

berpengaruh terhadap ekos1stem hutan.

Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan clarl
sejumlah 1nd1v1du baik - perempuan dan Ia.kl laki ya_ng

_ bcrasal dari masyarakat setempat.

Peta Indlka’uf Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya

_d1smgkat PIAPS adalah__peta_ yang memuat areal kawasan . o

‘hutan negara yang dicadangkan untuk . perhutanan

sosial.

Pemerintah adalah 'Pemerintah Pusat.

Pemerintah Dacrah adalah pemenntah prov1n31 dan -

. kabupaten/kota.

19,

20.

21,

22,

23.

Menteri adalah menteri ya.ng 'discrahi' tugas dan
berta.nggung Jawab d1 bndang 11ngkungan ‘hidup clan _

- kehutanan.

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal pada

Kementerian Lingkungan I-I;dup dan Kchutanan :

Direktur Jenderal adalah .Dire'ktu_r Jenderal- yang

-_'rh_’embidan_gi Perhutanan - Sosial  dan _Kemi&aan

Lingkuﬁg_a'n. _ ,
Kepala Dinas adalah kepala dinas p_rovinsi yang
membidangi kehutanan. |

‘Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dlsmgkat UP’I‘

adalah  Unit Pelaksana Teknis yang membidangi
Perhutanan Sos1a.l dan Kemltraan ngkungan atau UPT

yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani

pcrhutanain sosial..



24, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang

)

_(_2 ]_

-

selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kczja _
yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan

percepatan perhutanan sosial.

Bagian Kedua
‘Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menten ini dlmaksudkan untuk memberlkan

pedoma_n pembenan hak 'pengclolaan perizinan,

kemitraan dan Hutan Adat di bldang Pcrhutanan Sosial.

Peraturan Menterl ini | bertu_]uan untuk menyelcsmkan-

permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat
setempat dan masyarakat hukum adat_yang berada di
dalam atau di sekitar k_awa_saﬁ' hutan dalam rangka

kesejahtersian masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Bagiém Ketiga
Prinsip Perhutanan Sosial

_ Pasal 3

; Pengelolaaan Perhutanan Sosm.l dengan memperhaukan
prinsip: '
a. keadilan;
b -keberlanjuta'n;
¢.  kepastian hukum;
d. partisipatif; dan
e. bertanggung gugat.

B Bé.gién Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

hutan desa;



(1)

@

@)

@)

®)

hutan kemas;farakatan;

- hutan tanaman rakyat;

kemitraan kehutanan; dan

hut_an adat,

| o _ Pasal 5 _ : _ _
Pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR

-berdasarkan PIAPS.

PIAPS sebagalrnana dimaksud pada ayat (l] dntetapkan

' melalul

a. harmonisasi peta yang dimiliki oleh Kementerian

Lingkungan Hi.dup dan Kehutanan dengan- peta yang
dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat dan' _

sumber—sumbcr lain; dan -

‘b.  konsultasi dengan pemenntah provinsi, pernenntah _

kabupaten /kota, dan para pihak terkait.

PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dltetapkan

oleh Menten dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali

" oleh Direktur Jenderal yang membidangi" Planblogi

Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Mcntcrl

'_Rev1s,1 PIAPS sebagannana d1maksud pada ayat . (3],? |

memasukkan

"a. areal izin pemanfaatan atau izin penggunaan

kawasan hutan yang berakhir masa berlakunya,

atau izinnya dicabut atau yang arealnya _disera_hkan _

oleh pemegang izin kepada Pemerintah; dan/atau B .
b. areal permohonan HPHD, I[UPHKm atau IUPHHK-
HTR yang berada dlluar PIAPS. ) _
PIAPS  sebagaimana dimaksud  pada | -ayat' B _{2]
d_iprioritasl«;an untuk penyelesaian konflik, . kég_iatan

~ ‘restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.



(1)

2)
- .mengacu pada PIAPS.

o
(2)

@

- 10 -

BAB 11
| PEMBERIAN DAN PERMOHONAN HAK ATAU IZIN‘
' DAN PELAKSANAAN KEMITRAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Hutan Desa

- Paragraf 1

Umum.

Pasal 6
HPHD diberikan pada

a. hutan produksi dan / atau hutan lmdung yang belum_ |

d1beban1 izin;

b. hutan lindung yang dlkelola oleh Perum Perhutam'
- . dan/atau

c. w11ayah tertentu dalam KPH.

Pembenan HPHD sebaga_lmana dlmaksud pada ayat (1)"

- Pasal 7
HPHD diberikan oleh Menteri. - : .
Pembenan HPHD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) |
dapat didelegasikan kepada guber_nur |
Pendelegasian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat .
(2) dilaksanakan dengan ketehtuan' bahwa proVinsil yahg‘ '
bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke

dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah

atau mempunyal peraturan gubernur ‘mengenai

' _.Perhutanan . Sosial dan memiliki anggaran dalam;_

(4}

anggaran pendapatan dan bclanja daerah.

Pendelegasm.n sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) dan-

ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menten



(1)

(2)

11 -

Paragraf 2

Permohonan Hut'an_Dé:sa_:

Pasal 8

'Permohonan HPHD di_ajlikan oleh satu atau beberapa -

lembaga desa dan diketahui oleh satu atau beberapa

kepala desa yang bersangkutan

- Lembaga desa sebagalmana dimaksud pada ‘ayat (1)

dapat membentuk

a. koperam desa atau -

- b bada.n usaha milik desa setempat

(3)

@

(5)

Permohonan lokasi HPHD sebagaimana dlmaksud pada

ayat (1) berada dalam mlayah admlrustras: desa

Lokasi permohonan HPHD sebagaimana dlma.ksud pada

ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap_.
(bentang alam) sebagal upaya pelestarian ekomstem, dan
dxutamakan berada dalam PIAPS.

Dalam hal permohonan sebagmmana dimaksud pada

-ayat (4) berada di luar PIAPS, tetap dapat d1a_]ukan-'

kepada Menteri chfasﬂltam oleh Pokja PPS dan sebagai

. bahan revisi PIAPS.

©)

Dalam’ hal satu KPH telah’ mem111k1 rencana pengelolaan_
hutan - jangka panJa.ng dan sudah operasmnal

permohonan sebaga1mana dimaksud pada ayat (5)

. mengacu’  pada rencana. pengelolaan hutan jangka

)

Paﬂj ang.

_Pcrmohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan:

a. peraturan desa tentang pembentukan lembaga dcsa
atau peraturan adat atau - peraturan masyarakat
adat tentang pembentukan lelﬁbaga adat yang.
diketahui oleh kepala desa/lurah; '

b. keputusan kepala desa tentang struktur organisasi-

lembaga desa, koperasi desa atau badan usaha milik

desa;



(8)

-12 -

e gambaran umum wilayah, _&iﬁtara -laLin keadaan fisik .

wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
d.- 'péta usulan lokasi minimél skala 1: 50.000 bempa
dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam
bentuk shape file. | -' N

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- -dipfioritaskan untuk pényelesaian konflik, - kegiatan

tembusan kepada :

(2)

1y

(2)

(3)

(4)

restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

Paéal 9

Permohonan "HPHD diajukan .képéda Mcnferi dengan |

a. gubernur;

b. bupati/walikota;
c. kepala UPT; dah
d. kepala KPH. _
Permohonan sebagaimanél dimaksud pada ayat (1) dapat
difasilitasi oleh Pokja PPS. |

Pasal 10 | _
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud da.laﬁ_i o
Pasal 9, Direktur Jenderal melakukan verifikasi
kele_'ngképan syarat administré.si' dalam waktﬁ 2 (dua} |
hari kerja. |

Dalam hal kelengkapan syarat administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal

mengembalikan permohonan kepada pemohon,
Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, Pokja PPS dapat melakukan

pendampingan perbaikan - permohonan | dengan'

~ melengkapi pchyaratan administrasi paling _lainbat 7

(tujuh] hari kerja sejak permohonan dikembalikan. .
Dalam hal persyaratan administrasi telah - dipenuhi -
'sebagai_mana dimaksud pada ayat (3), pérmohonan
diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan_ _
tembusan Menteri. | |



)
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Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi )
lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari
kerja memenntahkan kepala UPT untuk melakukan

verifikasi tekms

®)

(1)

Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidalk berkedudukan dl_ provinsi pcmohpn, D1rel_ctur_
J'en'dcral" dapat menugaskan - kepala UPT lingkup.

- _Kementenan Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah

berkoordinasi dengan Direktur J endcral/ Kepala Bada.n

‘yang membidangi UPT terkalt

Pasal 11 S
Kepala UPT dalam waktu 1 {satu) hari kerja sejak

~ diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk

: Tlm Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur:

a.  dinas provinsi atau kabupaten/ kota. yangﬂ

membidangi kehutanan;

~ b. UPT terkait;

@)

3)

g

c. KPH;dan

d. anggota Pokja PPS. | _
T1m Verifikasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1]
melak_sanakan tugas dalam jangka waktu 7 {tujuh) ha_‘“.. :

" kerja sejak dibentuknya.

Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada. Kepala _
UPT yang selanjutnya menya.mp&ukan hasﬂ venﬁkam
kepada Direktur Jenderal.

Pedoman verifikasi permohonan HPHD dlatur lcbnh lanjut

dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyafatan-paling

lambat 5 (lima) hari kerja se_]ak hasil venﬁka31 diterima,

D1rektur Jenderal atas nama Mcntcn menerbltkan keputusan
: _tc_ntan_g pemberian HPHD.



(1)

dapat diberikan oleh gubernur dan mc_ngacu kepada

@)

@

(1)

)

@

(4)
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N Paragréf 3
~Tata Cara Permohonan HPHD kepada Gubernur

‘Pasal 13
HPHD sebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2],

PIAPS.

_Pertnohonan- HPHD kepada gubernur diajukan oleh

lembaga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat -

(1) dan mengacu kc'pac_la' PIAPS dcngan tembusan
_ kepada

a. Menten -

b. bupati/ walikota;

c.  kepala UPT; dan -
d. kepala KPH.

Tembusa_n kepacla Menteri sebagaumana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dapat dlsampmkan secara elektroruk
- (onlme/ danng) ' '

Pasal 14 |

Terhadap permohonan HPHD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, kepala dinas melakukan verifikasi.

“kelengkapan syarat admmlstrasx dalam waktu 2 [dua)
'ha.n ker;]a '

Dalam hal kelengkapan syarat administrasi sebagaimana

_-dlmaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dalam waktu 2

-(dua) -hari kcr]a, kepala dinas mengembahkan

permohonan kepada pemohon.

Berdasarkan pengembalian pcnnohonan sebaga.lmana
dimaksud pada ayat (2}, Pokja PPS dapat melakukan

" pendampingan perbaikan . permohonan  dengan

 melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan;'

‘Dalam hal persyaratan administrasi telah dip_eﬁuhi

sebagaimana dimaksud pada “ayat (3), permohonan’ -

‘diajukan kembah kepada kepala dinas dengan tembusan i

gubemur



(5)

©)
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Kepala dinas menyatakan persyératan administrasi

lengkap, dan melakukan verifikasi teknis pahng lambat

dalam waktu 7 (tu_]uh} hari kerja. -

Kepala dmas dalam melakukan venﬁkasn “teknis
sebagalmana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh :
Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi

- dan kepala KPH.

o

2)

(3)

Pasal 15 B
Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan,
kepala dinas menyiapkan -konsep keputusan gubernur

' tentang pemberian HPHD paling lambat 3 (tnga) hari kerja

.se_ja.k hasﬂ verifikasi diterima.

Gubernur menerbltkan HPHD palmg la.mbat 5 [hma) han
kerja sejak konsep keputusan diterima.

Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep
keputusan diterima gubernur tidak mencfbitkan
pembenan HPHD, Dlrektur Jendera] atas nama Menteri

E dalam waktu 3 (tlga] hari ketja memmta keterangan

@

. kepada gubernur.

Dalam hal gubemur tidak membenkan ketcrangan dalam

5 (lima) hari kerja sebaga.tmana dlmaksud pada ayat (3),

Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari. kerja

meminta kepada _kepal_a dinas hasil verifikasi

| | scbaga_.iniana diniaksu_d pada ayatl(i).

(5)

(6)

Kepala  dinas dalam = waktu 3 (tiga) hari kerja

menyerahkan hasil -verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal |

Berdasarkan hasil verifikasi scbagalmana dimaksud pada'
ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri ‘dalam
waktu S {lima) hari .kcrja menerbitkan keputusan tentang '-

~ pemberian HPHD.



(1)

(2)

(1)
- ditetapkan dalam PIAPS.

@)

iy

(2)

@
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Bagian Kedua
Hutan Kemasyarakatan

Paragraf 1

_ Umum

Pasal 16

: IUPHKm diberikan pada: _ :
‘a. hutan produksi dan /atau hutan lmdung yang | belum |

" dibebani izin;

b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Pérhutan_i;'
" dan | | '. '

c. wilayah tertentu-dalam KPH.

Pemberlan IUPHKm. sebagalmana dimaksud pada ayat (1) |

- mengacu pada PIAPS. -

_ Pasal 17 _
IUPHKm dapat diberikan di luar areal yang .te_lah_

Pembenan lUPHKm di luar PIAPS sebag&umana dlmaksud

 pada ayat (1) berdasarkan permohonan masyarakat ya_ng
" dibantu oleh Pokja PPS.

- Pasal 18
IUPHKm diberikan oleh Menteri.
Pemberian TUPHKm sebagaimana dlmaksud pada ayat (1]

dapat didelegasikan kepada gubernur.

Pendelegasian [UPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat

{2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provmsn yang -

bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Somal ke

- dalam rencana pembangunan jangka me_nenga.h daerah

" atau mempunyai peraturan gubernur -~ mengenai

@

Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran c_la.laim._
anggara.n pendapatan dan belan_]a daerah.

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat [‘2)

'dltetapkan dengan keputusan Menteri.



@)

(4)

(5)

(6)
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Paragraf 2

Permohonan Hutan Kemasyarakatan

Pasal 19
Perrnohonan IUPHKm diajukan oleh:
a. ketua kelompok masyarakat;

b.. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau -

¢.  ketua koperasi.

Lokasi 'permohonan' IUPHKm sebagaimana . dimaksud -~

pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap

(bent_.aﬂg alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan_ _

* diutamakan yang berada dalam PIAPS.
~Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berada di luar PIAPS, tetap dapat diajukan

.kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan scbagal--

bahan revisi PIAPS.
Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana __péhgelblaan |
hutém | jémgka panjang dan sudah Opefasibnal_
pcrrnohonan scbagalmana dimaksud pada ayat (3]

mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka

panjang.

Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) .

-dilampiri:

a. daftar nama -fnasyarakat setempat calon. a.ﬁggota- '
-'kel_ompok - HKm yang diketahui oleh kepala
desa,/lurah; R

b. gambaran umurm wﬂayah antara lain keadaan fisik
wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan, dan

¢c. peta usulan lokasi mlmrnal skala 1.50.000 berupa

- dokurnen terfulis dan salinan elektronik dalam
bentuk shape file. | |

Permohonan sebagaimana dxmaksud pada: ayat [3),_

dlprlorltaskan untuk penyelesaian konﬂxk kchatan- .

restorasi gambut dan/atau restorasi ekos1stem



@

n
@
@)
@
()

(6)
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Pasal 20

_' Permohonan IUPHKm diajukan kepada Mcntcrl dengan '

- tembusan kepada:

‘a. gubernur;

b. bupati/walikota;

c. kepala UPT; dan

d. kepala KPH.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat -

difasilitasi oleh Pokja PPS.

Pasal 21

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20, Direktur Jehderal melakukan verifikasi

kelengkapan syarat admm1stra31 ‘dalam waktu 2 (dua]
: hari kerja. _ -
'Da_la.m hal- kelengkapan syarat administrasi tidak
'_d_ipenuhi 'sebagaim_arié dimaksud pada ayat (1), Direktur |

Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.

Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2), Pckja PPS dapat melakukan

 pendampingan  perbaikan = permohonan  dengan
melengkapi persyara.tan administrasi paling lambat 7
| {tujuh) hari kerja sejak pc_rmohdnan dikembalikan.

Dalam hal persyaratan adfninistrasi telah . dlpenuhl_

 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan

diajukan - kembali kepada Direktur Jenderal dengan '

_ tembusan Menteri.

Direktur Jenderal menyatakan pérsyaratan administrasi

lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) ha.n-
kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan
verifikasi teknis. )

Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat {5}
tidak berkedudukan d1 provinsi - pemohon, Direktur

Jenderal dapat menugaskan kepala UPT I_ingkup
‘Kementerian Lingkurigan Hidup dan Kehutanan sételah__

berkoordinasi dengan Direktur Jendefal/-Kep_ala- Badan

- yang membidangi UPT terkait.



(1)
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| Pasal 22 |
Kepala UPT dalam wa.ktu 1 (satu) hari kerja sejak
dltenmanya perintah dari Direktur Jenderal ‘membentuk
Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur:

‘a. dinas provinsi -atau kabupaten/kota yang

membidangi kehutanan;
b. ' UPT terkait;

- ¢. KPH;dan

@

(3)

(4)

d. anggota Pokja PPS.
T1m Verifikasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1]
melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari

-ketj]a seJak dibentuknya. .
Tim Venﬁkam melaporkan hasil verifikasi kepada kepala

UPT yang selanjutnya menyampa.lkan hasil verifikasi
kepada Direktur Jenderal.

‘Pedoman verifikasi permohonan IUPHKm .diétur lebih

lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasa.l 23

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan palmg |

la.rnbat 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi thcnma,'

Direktur Jenderal atas nama Menten menerbitkan keputusan
. tentang pcmbenan [UPHKm.

(1)

@)

Paragraf 3
~ Tata Cara Permohonan IUPHKm kepada Gubemur

Pasal 24

'Pemberian TUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat [2]; dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu

kepada PIAPS,

Permohonan IUPHKm kepada gubernur diajukan oleh

kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ‘dalam

‘Pasal 19 ayat {l) dan mengacu kcpada PIAPS dengan

tembusan kepada:

a. ' Menteri;

‘b. * bupatifwalikota;



@

(1)

@)

(3) .Berdasarkan pengémb'alian' pérmdhonan sebé.gaimana I
~ dimaksud pada ayat {(2), Pokja PPS dapat melakukan

pendampmgan perbaikan perm_ohonan | dengan

@

5)

(6)

(1)
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- ¢. kepala UPT; dan
" d. kepalaKPH.

Tembusan kepada Menteri sebagaimana dinﬁa_ksud Ipa.Lc_la

ayat (2) huruf a dapat disanipaikan secara pléktronik

- {online/daring).

Pasal 25

Terhadap permohonan sebagaimana d1ma.ksud dalarn.

Pasal 24, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan

“syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak _
terpenuhi . sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kcp_ala_ | '

dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon.

melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7

(tu_]uh} hari kerja sejak permohonan dlkemballkan
Dalam hal persyaratan administrasi telah dlpenuhl_

sebagaimana dimeksud pada ayat (3), permohonan

_ diajuka‘n kembali kepada kepala dinas dengan tembusan -

gubernur

Kepala dinas menyataka.n persyaratan admmlstras1_

lengkap, dan melakukan verifikasi teknis paling lambat
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. -

Kepala Dinas dalam melakukan verifikasi - teknis.

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat d1bantu oleh
. Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi

dan kepala KPH.

Pasal 26 _ - _
Dalam hél hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan,

~ kepala dinas menyiapkan. kensep kcputusan gubernur
_.tentang pemberian IUPHKm palmg lambat 3 (tlga] hari
' ketj]a sejak hasil verifikasi diterima.

@

‘Gubernur menerbitkan [UPHKm, paling ]ambat S (lima)

hari kerja sejak konsep keputusan d1ter1ma



(3)

(4)

5)

)

(7)

(1)

)
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Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari'kelrja sejak konsep

keputusan diterima, gubernur tidak menerbitkan
. pemberian IUPHKm, Sebagajmana dimaksud pada ayat

.' [2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalém waktu 3

(tiga) hari kerja meminta kctcrangan kepa.da gubemur
Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam
S (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua). hari kerja
meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud- pada ayat (1).

Kepala dinas dalam waktu 3 (t1ga) hari ker_|a

- menyerahkan  hasil verifikasi sebagalmana dlrnal{sud--

pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.

_ Berdasarkan hasil verifikasi sebagalmana dlmaksud pada

ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam

~waktu S (lima) harl ketja menerbltkan keputusan tentang |
' pembenan IUPHKm '

Dalam hal pembenan IUPHKm berada di dalam Hutan

Produksi, keputusan pemberian [UPHKm sebagaimana N

dimaksud pada ayat (2} dan ayat (6) sekaligus merupakan |
pemberian izin usaha_pemanfaatan' hasil hutan kayu. -

Bagian Ketiga _
-Hutan Tanaman Rakyat

Paragraf 1

Umum

Pasal 27
[UPHHK-HTR diberikan pada:

a. hutan produksi yang belum dibebani izin; dan/ atan

-b.  wilayah tertentu dalam KPH.

Pemberian IUPHHK-HTR sebaga_lmana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada PIAPS. '



(1)

@)

(1)

Q.

@

(4)

1)

-99 .

Pasal 28
IUPHHK—H’I‘R dapat d1ber1kan d1 luar arcal yang telah

_dltetapkan dalam PIAPS.

Pemberian IUPHHK-HTR di luar PIAPS sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) ‘berdasarkan permohonan

masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS.

: Pa’sal 29

JTUPHHK-HTR diberikan oleh Menten

Pemberlan IUPHHK-HTR sebaga.lmana dlmaksud pada_
ayat (1) dapat didelegasikan kepada guberhur. :
Pendelegasian [IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada

-ayat {2) dilaksanakan .dengan ketentuan bahwa provn'_lsi o
_yang bcrsangkuta.n telah memasukkan pcrhutana.n sosial

ke dalam rencana pembangunan jangka menengah

daerah atau mempunyai pcraturan gubernur rnengena.l,

perhutanan sosial dan mem111k1 anggaran dalam

_ -anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pendelegasian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada

" ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Paragréf 2
Permohonan Hutan Tanaman Rakyat_'

Pasa.l 30

'Permohona.n IUPHHK HTR diajukan oleh:

a. perorangan yang merupakan petani hutan;
b. | kelompok tani hutan,; |
'¢. gabungan kelompok tani hutan;

‘koperasi tani hutan; atau

€. perseorangan yang memperoleh pcndi_dikari

 kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah-
' sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah
bekerja di bidang kehutanan dengan Ime-mberit;uk
.kel'ompok atau koperasi bersama 'masyarakat

setempat.



(2)
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Permohonan lokasi IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap

s (bentang alam) 'sebagai. upaya peles'tarian ekosistem dan

' _dmtamakan yang berada dalam PIAPS.

@)

@

(5)

- (6

(1)

Apabila permohonan sebagaumana dlmaksud pada ayat
(2] berada di luar PIAPS tetap dapat diajukan kepada

Menten difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebageu bahan-
rev1sn PIAPS. B

| _Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaa_l_n_
‘hutan jangka panjang: dan sudah _operasional,'
~ permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat - ('3)

‘mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka

panjang.

‘Permohonan JTUPHHK-HTR sebagaimana. chmaksud pada

ayat (1) dllampm dengan

a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota |

| .ke_lompok "HTR  yang diketahui oleh kepa_la .

- desa/lurah atau akte pendirian kopéram daftar

nama anggota, kartu tanda penduduk atau
_kétera.ngan domisili untuk koperasi;

b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaah fis'ik

" wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan

c: ~ peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa

dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam

bentuk shape file.- ' | R
Permohonan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3)
diprioritaskan untuk penyelesa.lan konﬂlk keglatan'

restorasi gambut dan /atau restorasi ekomstem

_ Pasal 31 | |
Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri
dengan tembusan kepada: |

a. gubernur;

bupati/ walil_co'ta; |

b
c. kepala UPT; dan
d

kepala KPH.



(2)

(1)

2

(3)
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Permohonan sebaga.lmana dimaksud pada ayat {1) dapat |

difasilitasi oleh Pokja PPS.

Pasal 32

Permohonan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 31,

.'D1rektur Jenderal melakukan vcnﬁka51 kelengkapan'
'sya.rat admln:lstra31 dalam waktu 2 (dua) hari ketja
‘Dalam hal kelengkapan syarat administrasi " tidak.

dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat [1), D1rektur

Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon

'Berdasarkan pengemba_han permohonan sebagaumana-
_ dlmaksud pada’ ayat (2}, Pokja PPS dapat melakukan

h pendampingan = perbaikan permohon’an dengan _

@) T

(5)

(6)

.. berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan.

(1)

‘melengkapi pcrsyaratan -administrasi pahng lambat 7

(tujuh). hari kelja se;ak perrnohonan dlkembahkan

Dalam hal persyaratan administrasi telah dlpenuhl
sebaga_.lmana dimaksud. pada ayat (3), _permohon_a.n
diajukaxi kembali kepa-da Direktur Jendera! dengan
tembusan Menteri. S _'

Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi
lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari
kerja ‘memerintahkan kepala UPT untuk melakukan
verifikasi teknis. a ' |

Dalam hal UPT sebagaimana. dimaksud pada ayat (5)

- tidak berkéduclu_kan di provinsi pemohon, Direktur
~ Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah

'yang membidangi UPT terkait.

| Pasal 33 | |
Kepala' UPT dalam waktu 1 (satu)” hari kerja' Sejak

diter‘irnanya. perintah-dari Direktur Jenderal membentuk -~

Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur :
a. dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang

membidangi kehutanan;

b. = UPT terkait;



@

(3)

@
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c.  KPH; dan
d. anggota Pokja PPS. |
Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari o

kerja sejak dlbentuknya

Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada _kepaia_
UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi
kepada Direktur Jcﬁderal.l ' | | .
Pedoman verifikasi permohonaﬁ JUPHHK-HTR diatur

- lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. -

Pasal 34 _

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan palmg |

~ lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima,

. Dlrektur Jenderal atas nama Menten menerbltkan keputusan .
| tcntang pcmberlan IUPHHK-HTR.

)

@

Pé.ragraf 3
Tata Cara Permohonan TUPHHK-HTR kepada Gubernur

Pasal 35
Pembenan IUPHHK—HTR sebagaimana dlmaksud dalam

Pasa] 29 ayat (2) dapat dlberlkan oleh gubcrnur dan' |

mengacu kepada PIAPS. o
Permohonan IUPHHK-HTR digjukan oleh pemohon'
sebégaimana 'dimaksud -dalam Pasal 31 ayat (1) kepada

- gubernur dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan

)

: kepada

a. Menteri;

b. bupati/walikota;
c. kepala UPT; dan
d. kepala KPH. _ _
Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada -
ayat (2) hﬁmf a dapat disampaikan secara elektronik
{online/ dar_ing}.



i

@2

(3)
- dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakuk;in

(4)

(S)
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Pasal 36

‘Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan

syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja..

Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak
terpenuhi _sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), kepala
dinas mengembalikan permohonan kepada pémoh'on'. _ _'

Berdasarkan peng_cmbalian p'ermc_uhonan' Sebagaimana

pendampingan perbaikan permohonan dengan

‘melengkapi persyaratan administrasi paling Jambat 7 - |

(tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.

Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi

~sebagaimana dirh_aksud ‘pada ayat (3), permohonan

diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan

‘gubernur.

Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi

- lengkap dan rnel_akukan verifikasi teknis paling lambat
 dalam waktu 7 {tujuh) hari kerja.

Kepala dinas dalam melakukan verifikasi teknis

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh
pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi

.~ dan kepala KPH.

(1)

(2)

@

Passil 37 |
Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi per'_sya.ratah,

kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur
‘tentang pemberian IUPHHK-HTR paling lambat 3 (tiga)

-~ hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.

Gubernur menerbitkan TUPHHK-HTR, paling lambat S
(lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima.
Dalam hal tenggat waktu 5 (fima) hari kerja sejak konsep

.ke'pl_itusan diterima, gubernur tidak menerbitkan

- pemberian IJUPHHK-HTR, sebagaimana _di'mak'sud pada

ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam '

waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada =

- gubernur.
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Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam

5 (lima} hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
_ Dlrektur Jenderal dalam waktu 2 ({dua) han kerja

meminta kepada kepala dinas hasil venﬁkasf

- sebagaimana dLmaksud pada ayat (1).

Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja

menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud .

- pada ayat (4] kepada D1rektur Jcnderal

6)

al

(2)

) -
dilaksanakan setelah ada perusahaan industri kayu

(4)

(1)

(2)

'Berdasarkan hasil verifikasi sebagmmana dimaksud pada

ayat_ (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam
waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang
pemberian IUPHHK-HTR. | |

Pasal 38
Pelaksanaan kegiatan HTR dllakukan secara mandm.
yang terintegrasi. denga.n mdustn kayu rakyat |
Dalam hal pelaksanaan secara mandiri scbagaimah_a

dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka

'dapat dilakukan kemitraan dengan industri ch bldang _ |

perkayuan

Kemitraan sébagaimana. dimakSud pada ayat '(-2_):_

pr1mer atau 1anjutan scbageu penjamm keberlan_]utan-

" usaha HTR.

Pedoman pelaksa.naan kegiatan HTR sébag_aimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Direktur Jenderal.

. _ Pasal 39 _ -
Permohonan HPHD, IUPHKm,  IUPHHK-HTR,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 20
ayat (1) dan Pasal 31 ayat {1} dapat dilakukan secara
mahual atau secara elektronik {online/ dariné).
Tata cara permohonan secara elektronik (online/daring)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Direktur Jenderal.
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Bagian Keempat
Kemitraan Kehuta_nan

| Paragraf 1 -
Pelaku Kemitraan Kehutanan

' Pasal 40

Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan

pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan -

kehutahan.

Pengelola, hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b
.C_'
d

meliputi:
a. - kesatuan pengelolaan hutan
. balai bcsar/ balai taman nasmnal
balai besar/balai konservasi sumber daya alam;

: peh_gelola kawasan hutan dengan tujuan khusus;
_.e'.__ ’.unit' pelaksana teknis daerah taman hutan _.raya; _
dan/atau N | \

f. - badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah pengelola. hutan negara.

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. izin us_éiha penianfaatan kéwésan;

b. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

c. izin ‘usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam

| hutan alam,; | |

d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ‘dalam

~ hutan tanaman; | ' _

e. '_ izin usaha pemanfaatan hasil hutan buka.n kayu
~dalam hutan alam; _ _

f.  izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
dalam hutan tanaman; ' '

g. izin usaha pemanfaatan air;
izin usaha pemanfaatan energi air;

izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam,;

“izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam;
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@
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k. ‘izin usaha pemanfaatén pe_ny_e'rapa.ﬁ. 'karbon-' di

hutan produksi dan _hu_tah lindung;

1 izin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di

hutan produksi dan hutan lindung;
m. izin penggunaan kawasan hutan; dan/atau

n.. izin usaha industri primer hasil hutan;

Paragraf 2

Persyaratan Kemitraan

| Pasal 41
Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan

dengan ketenman

‘a. 'luasan areal kemitraan kehutanan di areal kelja"

pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk'

setiap kepala keluarga, dan/atau

'b. luasan areal kemitraan kehutanan di areal ker_]a

pemegang izin paling luas 5 (lima) hektar . untuk _
setiap keluarga. - - o '
Luasan areal untuk kemitraan kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat | (1) pada areal yang sedang
berkonilik antara pcngelola atau pemcga;'lg' izin dengan

masyarakat setempat diatur sesuai dengan kondisi

o lapangan dan’ secara bertahap luasan .al_'éa_] “untuk

kcmitraaﬁ dibatasi sebagaimana dimaksud _pada. ayat (1).

Dalam “hal masyarakat setempat bermitra untuk"_ |

memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan

hutan luasan areal “untuk kemitraan kehutanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

Pasal 42

Persyaratan masyarakat ‘setempat calon mitra pengelola

hutan atau pemegang izin harus memiliki :

‘a:. kartu tanda penduduk atau surat keterangan .

tempat tinggal dari Kepala Desa setempat yang
membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal
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di dalam dan/atau di sekitar areal pengelola hutan

dan pemegang izin; | : |

b. dalam hal masyarakat berada di dalam kawasan

- konservasi sebaga_i Ipenggarap dibuktikan dengan =

‘areal garapan sebelum ditunjuk/ditetapkan

kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan

' berumur paling sedikit 20 (dua puluh) tahun atau
keberadaan situs budaya; o

¢. dalam hal masyarakat setempa_t. sebégéim_ana

- dimaksud pada huruf a berasal dari lintas desa,

“diberikan surat keterangan oleh camat. set_erhpat:'
atau lembaga adat setempat; | |

d. mempunym mata pencaharian pokok bergantung'

pada lahan garapan / pungutan hasil hutan bukan

kayu di areal kerja pengelola hutan atau pemég_ang

izin; dan | _ |

e. mempunyai potensi untuk pengembangan ‘usaha

' padat karya secara berkelahjutan. | _

Da_lém hal masyarakat setempat atau perorangan

bermitra dengan pemegang izin industri pr‘imcr' hasii

hutan kayu atau bukan kayu, Ihasyarakaf memiliki bukti

sebagal pemasok bahan balku ke pemegang iZzin mdustn .

mltranya

Parﬁgraf 3 _

Areal Kemitraan Kehutanan

_ Pasal 43 . -
Areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau
pemegang izin dengan masyarakat setcmpat dltctapkan
dengan ketentuan: |
a. areal konflik dan yang berpotensi konﬂlk d1 areal

pengelola hutan atau pemegang izin; ' N
b. areal yang memiliki potensi dan men_]ad1 sumber

penghidupan masyarakat setempat;

C " di areal tanaman kehldupan d1 wilayéh kerja. -

IUPHHK-HTI,
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d. di zona pemanfastan, zona tradisional dan zona -
rehabilitasi pada taman nasional atau blok
pemanfaatan pada taman msata alam dan taman.

hutan raya; dan/ atau

- e. areal yang terdegradas1 di kawasan konservasi.

{2)

Dalam - hal areal yang terdegrada31 sebagaimaha
dlmaksud pada ayat (1) huruf ¢ berada di zona inti’ atau '

zona rimba pada taman nasional atau blok perlmdungan:

~ pada taman hutan raya dan taman wisata alam, sebelum'_ |

 diberikan keglatan kemitraan pada kawasan konservasi

(1)

(2)

ROl

masyarakat setempat yang akan bermitra dengan

@)

dilakukan revisi zonasi dan blok sesuai dengan'.

ketentuan peraturan | perundang-undangan.

Paragraf 4

Tata Cara Pélaksanaan Kemitraan .

Pasal 44 _
Pcngclola atau Pemegang Izin memohon kepada Menten

untuk melakukan kemitraan dengan. _masyarakat

- setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal

dan gubernur

_ Berdasarkan laporan sebagannana dimaksud. pada ayat .

'(1) Menteri mela.lul Direktur Jenderal membenka.n..

persetujuan kemitraan k.ehutanan_ dengan mengikuti -

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam per{a._turan ini.

Pasal 45

Pemeriksaan '1apang_an kelengkapan . persyaratan

pengelola hutan atau pemegang izin dilakukan oleh-

" instansi calon mltranya

Pemenksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat'
(1) dapat dibantu oleh Pokja PPS.
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@

(5)

Fmom e po TP

-32-

Pasal 46
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), pengelola hutan atau

- pem'.egang izin bersama masyarakat calon mitra

menyusun naskah kesepakaitan kérja sama. -

Penyusunan naskah kesepakatan - kerja  sama

sebagaimana dimaksud pada ayét (1) dapat dibantu oleh :
Pokja PPS, dengan melibatkan _l_embaga'desa. dan pih‘ék :
lain yang dipilh dan disepakati oleh masyarakat -
setempat. | ' | | N

‘Naskah kesepakatan kerja sama sebagalmana dimaksud

latar belakang;
identitas para pihak yang befmitra;
lokasi kegiatan' dan petanya;
rencana kegiatan kemitraan;

| obyek kegiatan;
biaya kegiatan,
hak dan kewaj 1ban para plhak

jangka waktu kemitraan; -

[ 2]

- pembagian hasil sesuai kesepakatan;

| S
¥

pényelesaian perselisihan; dan

k. 'sanksi pelanggaran.

‘Naskah kesepakatan kerja sama ditandatangani olch '
~ pengelola hutan/pemegang izin dengan plhak_ ya_ng

bermitra diketahui oleh kepala desa atau camat atau

i lembaga adat setempat.

Naskah kesepakatan kerja sama sebagajmana dlmaksud

pada ayat (4) dllaporkan oleh pengelola hutan/ pemegang' -

" izin kepada Direktur Jendcral dengan tembusan -

a. Direktur Jenderal vang membldangl Konserva31 _
o Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau Kepala' |
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

- Daya Manusia;
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b. - gubernur atau bupati/walikota;
- kepala dinas provinsi; dan - _
kepala UPT atau kepala UPT terkait.

Pasal 47

Pengelola hutan atau pemegang izin yang telah

: mcla_.ksanakan - kemitraan kehutanan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Menteri ini dapat diberikan ihsentif :

berupa kemudahan pelayanan di llngkup Kementenan

- Llngkungan Hidup dan Kehutanan.

@)

(1)

Pengelola Hutan atau Pemegang [zin yang tidak
melaksanakan ketentuan- dalam. Peraturan. Menteri ini,
di_bérikan sanksi sesuai dengan ketentuan peratﬁran_

perundang-undangan.

Pasal 48 |
Kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak
dari kegiatan kemitraan antara pengelola hutan atau

pemegang izin dalam kawasan hutan, dibayar lISesuai

- . dengan pcratura.n perundang undangan

{2)

~

(2)

Kewajiban ' sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimasukan dalam naskah kesepakatan kerja sama.

Pasal 49

Pengelola atau Pemegang Izin di kawasan konservasi -

'Waji'b' melaksanakan kerja sama kemitraan dengan Mitra

Konservasi dalam rangka Perhutanan Sosial di kawasan

_konscrva31

Ketentuan teknis kemitraan kchutanan dalam kawasan

konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diatur

lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membi_dangi-

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
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Bagian Kelima
) Hutan Adat

Pasal 50
Masyarakat hukum adat dapat mengajukan 'permohorian
hutan hak untuk dltetapkan sebagai kawasan hutan hak

'kepada Menteri.

Pengajuan hutan adat sebaga;mana pada ayat (1)

___mengacu pada Peraturan Menteri Llngkungan Hidup. dan

Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang
Hutan Hak." |

Tata cara veriﬁkasi'dén validasi tentang hutan hak diatur

‘oleh peraturan Direktur Jenderal.

| BAB III
-PEMANFAATAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 51

-Pemanfaatan hutan dalam HPHD

a. . pada hutan lindung berupa pemanfaata.n kawasan

 pemanfaatan jasa lingkungan dan _pemanfaa.tan

sérta pemungutan hasil hutan bukan Ikayu;
dan/atau | ' | '

b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan,
pérﬁanfaatan jasa lingkungan, peniafii'aatah hasil
hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil
hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan hutan dalam TUPHKm:

a. . pada hutan lindung bérupa pemanfaatan kawasan,

- pemanfaatan jasa lmgkungan dan - pemanfaatan'
serta pemungutan - hasil hutan bukan kayu;
dan/atau |

b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan,
pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil

- hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil
_ hutan ‘kayu dan bukan kayu.
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- (3} . Pemanfaatan hutan "dalam IUPHHK-HTR pada .h'.utan

)

(5)

produksi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang |
berasal dari hutan tanaman dan belukar tua. -

Pemanfaatan hutan dalam rangka kemlt.raa.n kchutanan
berupa hasﬂ hutan bukan kayu dan jasa hngkungan
hutan di hutan lmdung atau hasil hutan bukan kayu,
hasil hutan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan
produk31 : _ _

Pemanfaatan hutan pada hutan adat tidaic boleh
mengubah fungsi hutan dengan cara memanfaatkan dan
menggunakan pengetahuan tradisional _déla.m
pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di . dalam -
hutan hak, dan/atau berupa hasil hutan bukan kayu
dan jasa lingkungan hutan di hutan dengan fungsi

konservasi dan lindung, atau berupa hasil hutan bukan

B kayu, hasil hutan kayu dan Jasa hngkungan di fungsi

. 6)

(1)

@
@

(4
o bukan ' kayu dan/atau jasa lingkl.ingan' di hutan ‘adat

)

produks:
Tata usaha hasil hutan bukan kayu diatur dengan

Peraturan Menteri tersendm

- Pasal 52

Pemanfaatan hasil ‘hutan kayu delam HPHD di hutan

produksi dilaksanakaﬂ berdasarkan ren_c_ana- p'en'gelolaanl '
hutan desa yang telah disahkan, | .

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam IUPHKm di hutan
produksi atau IUPHHK-HTR dilaksanakan berdasarkan

rencana kerja usaha yang telah disahkan.

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/ atau hasﬂ hutan_

bukan kayu dan /atau jasa llngkungan di areal kemitraan
kehutanan berdasarkan naskah kesepakatan kerja sama.
Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan

berdasarkan kearifan lokal/pengetahuan tradisional yang
diakui dan disetujui oleh lembaga adat.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau
Rencana Kerja Usaha pemégang IUPHKm dan TUPHHK-
HTR atau penyusun naskah kesepakatan Ikel:ia' ‘sama
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atau pe'nyusun pemanfaatan pengetahua.n tradiSional
dapat dibantu oleh Pok_]a PPS atau penyuluh kehutanan .

setempat

Rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat '[1) dan ayat (2),
disahkan oleh: | :
a. penyuluh dalam hal areal kelj]a HPHD, ITUPHKm dan o
| IUPHHK-HTR berada _dalam satl_l desa; atau_

" b. kepala KPH yaﬁg sudah dperasional, atau

berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka

3 pa.ﬁja.r_lg KPH. setempat, bagi areal kerja’.-,'i—lPHD,
IUPHKm, dan IUPHHK-HTR yang berada dalam

wilayah KPH dan berada pada lintas desa;-atﬁﬁ_ - .

¢. kepala dinas provinsi dalam hal HPHD, IUPHKm,

‘dan IUPHHK-HTR berada di lintas desa dan’ belum_-

ada KPH yang operasional. '

Pedoman penyusunan rencana sebagaimana dlmaksud _

'p_ada ayat (9) _dlatur lebih lanjut dalam Peraturan = -

Direktur Jenderal.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

Pasal 53

'HPHD, IUPHKm, dan [UPHHK-HTR berlaku untuk jangka

waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi

lsetlap 5 {lima) tahun dan tidak dapat diwariskan.

Hasil evaluasi berkala 5 (lima) tahunan sebagai. dasar"
perpanjangan HPHD, [UPHKm, dan IUPHHK-HTR.
Dalam hal hasil ‘evaluasi sebagaimaha dimaksud padé. -
ayat (1), pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK—HTR_'_
melakukan  pelanggaran ataﬁ tidak memenuhi

kewajibannya dikénakan_ sanksi administrasi sesuai

. dengan ketentuan pe_rat*_ur_'an perundang-undangan.
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~ Pasal 54 _ -
Terhadap kegiatan HPHD IUPHKm, IUPHHK-HTR,

- Kemitraan Kehutanan dan . Hutan Adat. dllakukan'

(1)

1)

@)

@)

(4)

(5)

momtonng oleh Pedampmg/ Pokja PPS atau oleh kepa.la |

 KPH.
@

Hasil monitoring sebagaimana difhaksud' pada ayat (1)

secara manual atau secara elektronik _(onlirie/ da_ring);

Pasa.l 55 : o
Pedoman evaluasi HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan

~ Kemitraan Kehutanan diatur lebih lanjut dengan.
Peraturan Direktur Jenderal. o
{2)..

‘tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur

Pedoman bimbingan teknis kearifan lokal/pengetahuan

Jenderal.

" Pasal 56 |
HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR -dan areal Kemitraan

Kehutanan bukan mempakan hak kepem111kan atas -
kawasa.n hutan. .

HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR sébaga’imana. '-

'dunaksud pada ayat (1) d11arang d1p1ndahtangankan, |

d1ubah status dan fungsi kawasan hutan, serta

dxgunakan untuk kepentmgan lain di luar rencana:

_ pengelolaan atau di luar rencana usaha pcmanfaatan

Pelaksanaan ayat (1} dan ayat (2) selain dimasukkan

“dalam keputusan penerbitan ‘hak pengelolaan atau izin

pemanfaatan atau dalam naskah _kesepakatan kerja sama
juga dibuatkan pcrn’yataan tertulis diatas materai dari’
pemegang hak atau pemegang izin atau péserta.

kemitraan.

HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR tidak dapat
diagunkan, kecuali tanamannya. _ '
Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK HTR, Kemltraan _
Kehutanan dan Hutan Adat dllarang menanam kelapa

saw1t di areal hak atau izinnya.
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* Pasal 57
HPHD, [UPHKm, dan IUPHHK-HTR hapus, karena:
a. jangka waktu hak atau izin telah berakhir;

b, hakatau izin dicabut oleh pemberi hak atau pemberi

izin sebagai sanksi- yang dikenakan kepada
~ pemegang hak atau pemegang izin; atau
¢. hak atau izin dikembalikan oleh pemegang hak atau
| 'pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada'

pemberi izin sebelum jangka waktu hak atau izin
 berakhir. | - : B |
Sebelum hak atau izin hapus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlebih dahuiu dievaluasi o_l_eh'pémberi hak
atau izin. | -

Hapusnya " hak atau izin atas dasar Ketentuan

' -_scbagajmana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan

pemegang ha.k atau pemegang izin untuk memenuhl

. seluruh kewajiban vang ditetapkan oleh Pcmenntah,_ _

- {1)

~ pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN .

Pasal 58
Pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK HTR berhak:
a. mendapat perlmdunga.n dari gangguan perusakan. '
dan . pencemaran lmgkungan atau pengambllahha.n
secara seplhak oleh pihak lain; |
b. mengelola dan memanfaatkan HPHD, IUPHKm, atau -
IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal antara
lain 31stem usaha tani terpadu; |
c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang
| ada di dalam HPHD, [lUPHKm, atau [UPHHK _I—ITR, :

d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis

kehutanan;

e. mendapat pendampmgan dalam pcngelolaan HD

HKm, dan HTR serta penyelesauan konﬂlk
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f. mendapat pendampingan 'kemit.raah | dalam
pengembangan usahanya; _ | .

g mendapat pendampingan penyusunan reﬁcaria

- pengelolaan hutan desa, ‘rencana Kerja usaha, dan

rencana kerja tahunan; dan

‘h. | rncndapat perlakuan yang adil atas dasar gender

ataupun bentuk lainnya.

‘Hak pengelola atau pemegang izin dalam kemitraan
kehutanan: - |

a. melaksanakan keglatan pengelola hutan atau
 kegiatan usaha pengelolaan  hutan atau keglatan
pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan '

- perundang-undangan; dan

- b. mendapat perlindungan dari pcrusa.kan hngkunga_n-

@

“)

‘hidup dan hutan.
Hak mitra dalam keg1atan kemitraan kehutanan

a. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasﬂ

_keglatan kemitraan kehutanan sesuai dengan'

naskah kesepakatan kerja sama; dan

‘b. menclapat bimbingan teknis dari pengelola hutan-

atau pemegang izin.

‘Hak dan Kewajiban pengelola hutan adat diatur dalam'

. Peraturan .Mente_n _ngk_ungan Hidup dan Kehutanan

-

Nomor P.32/ Menlhk-Setjcn /2015 "tentang Hutan Hak.

Pasal 59
Pemegang HPHD, IUPHKm dan ITUPHHK-HTR wajib:
a. 'menjaga arealnya dari perusakan dan pe_ncemaran

lingkungan;

| b.  memberi tanda batas areal kerjanya;

e menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa

Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja ’I‘ahunan,
serta menyampaikan laporan pelaksanaannya

kepada pemberi hak atau izin;

d.  melakukan penanaman dan pemehharaan hutan di

areal kerjanya
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melaksanakan tata usaha hasil hutan;

membayar provisi sumber daya hutan;
“mempertahankan fungsi hutan,; dan :

melaksanakan perlindungan hutan. |
Pelaksanaan  pemenuhan  kewajiban. sebagajmana _

dimaksud pada ayat (1)} dapat dibantu oleh Pokja PPS

-~ atau pihak lain yang tidak mengikat.
(3)

Dalam hal area] 'HD, HKm, dan HTR berada pada batas
luar atau batas fungsi kawasan pemberian | tanda batas
dilaksanakan oleh UPT yang memb1dang1 pemantapan_

kawasan hutan.

Pasal 60

Pengelola atau Pemegang _Izih dalam Kemitraan

_' Kehutanan wajib:

(2)

(1)

a. mela.ksanakan pemberdayaan masyara.kat sctcmpat
melalui kemitraan kchutanan,
b. ' membayar penenmaan negara bukan pa_]ak dari

kegiatan kemltraan kehutana.n, dan

c. melindungi mitranya dari gangguan perusakan

lingkungan hldup dan kehutanan.
Mltra dalam kegiatan kemitraan kehutanan waij
a. mentaati naskah kescpakatan kerja sama,; .
b. menjaga dan inelinclﬁngi areal kemitraan bersama

- mltranya, dan

c. membayar penerimaan negara bukan pajak dan‘

 kegiatan kemitraan kehutanan kecuali pengelola
- atau pemegang izin rela membayar penerimaan

negara bukan pajak.

BAB VI
FASILITASI

Pasal 61 _
Pcmcnntah dan pcrncrmtah daerah memfasﬂ1tas1

- Pemegang HPHD, [UPHKm, TUPHHK- HTR, Kermtraan-

Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat.
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(.2] Fasilitasi Sebagalmana dimaksud pada ayat (2) meliputi

fasilitasi pada tahap usulan’ permohonan penguatan'

_ kelembagaan, . peningkatan = kapasitas termasuk

 manajemen usaha, pembentukah koperasi, tata batas

areal 'kérja, penyusunan rencana pengelolaan hutan

desa, rencana kerja usaha, dan rencana _kerja_ tahunan,

bentuk-bentuk  kegiatan kemitraan  kehutanan,

pemblayaan pasca panen, pengembangan usaha dan
akses pasar.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam 'memberill{an.

. fés_ilitasi- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat =
(2) dapat dibantu oleh Pokja PPS dan penyuluh

kehutanan, instansi lain yang terkait, lembaga swadaya -
masyarakat, dan perguruan tinggi. L

(4) Pemerintah mcmfasdxt&s;. program/ keglata.n rehablhtam

‘hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konscrva31_

o ke'anekaragarhan hayati, pemberdayaan masyarakat

berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari

dan/atau sertifikasi legalitas kayu.

Pasal 62

' Pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara kcrja Pokja
PPS sebagmmana dimaksud dalam Pasal 61 diatur lebih lan_]ut
dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII
-PEMB_IAYAAN

Pasal 63
'Pemblayaan untuk penyclcnggaraan Perhutanan Sosial dapat
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.. pinjaman pembiayaan pembangunan hutan,
d

dana desa;
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dana rehabilitasi hutan dan lahan; dan/ atau -

sumber lain yang sah dan tidak mcnglkat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

~ BAB VI |
- PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

_ _ Pasal 64 :
Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Kepala Dinas
sesuai dengan keWenangannya melakukan pcmbinaan
dan pengendalian terhadap. pelaksanaan Perhutanan
S'osia.l. ' a |
Pedoman pembinaan dan pengendalian sebagaimana
dhnaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal. ' | |

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- a

usulan penetapan areal kerja HD dan HKm yang telah g
diajukan  bupati/walikota sebelum ditetapkannya_ a
Peraturan ini dlprDSGS lebih lanJut penerbltan hak atau
izin sesiai dengan Peraturan Menteri ini.

permohonan HD, HKm, dan HTR yang diajukan oleh

lembaga desa, kelompok masyarakat, sebelum

- ditetapkannya Peraturan ini. diproses lebih 'lénjut_

' penerbitan hak atau izin sesuai dengan Peraturan

Menteri ini.

‘usulan penetapan areal kerja HD dan HKm yang telah
~diajukan bupati/walikota yang sudah diverifikasi atau

telah terbit Penetapan Areal Kerjanya, sebelum
ditetapkannya Pcféturan ind, Menteri menerbitkah IHP_HD |
dan IUPHKm. | | |
permohonan [UPHHK-HTR yang telah  diajukan oleh -
masyarakat dan telah di\}eriﬁkasi sebelum ditetapkannya. |
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Peraturan Menteri ini, Menteri menerbitkan IUPHI-_-IK-
~ HTR. | | | |

dalam hal masa berlakunya Keputusan Menteri tentang
.Penetapan Areal Kerja HD dan HKm telah berakmr,
Menteri menerbltkan HPHD dan IUPHKm berdasarkan |

hasil evaluasi.

usulan IUPHHK-HD dan IUPHHK-HKm, yang sudah

dlajukan oleh pemegang HPHD dan IUPHKm sebelum

d1tetapkannya Peraturan ini dlproses lebih lan_]ut sesuai
dengan Peraturan Menteri ini.

HPHD atau IUPHKm di hutan produksi . yang "telah

diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dapat R

dlgunakan untuk pemanfaatan hutan scbagal.mana
diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

cla]arn hal di areal Perhutanan Sosial atau dalam usulan’
Perhutanan Sosial telah ada tanaman sawit sejak
Peraturan ini diberlakukan, “diperbolehkan selama 12
[dua belas) tahun seJak masa tanam dan diantara
tanaman sawit ditanam pohon berkayu palmg sedikit 100
-(seratus) pohon per hektar. _ _ |
terha_dap Kemitraan di hutan rakyat yang telah'
dilaksanakan tetap berlaku dan  selanjutnya
menyesuaikan Peraturan Menteri ini. L
terhadap Kem1traan yang telah dilaksanakan oleh KPH
tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan Peraturan
Menteri ini. | | |
kegiataﬁ'_pengelolaan hutan bersama masyarakat, yang
 dilaksanakan di arcal Perum Perhutani _dilaksanakan'
‘sesuai dengan Peraturan Menteri ini. |

_-keg1atan bina desa hutan yang dllaksanakan oleh
‘pemegang izin usaha hasil hutan kayu pada hutan alam
atau hutan tanaman dilaksanakan sesuai . dengan
Peraturan Menteri ini. o |
Kerja sama yang selama ini dilaksanakan antara
'pengeIOIa kawasan konservasi “dengan maéyarakat'

setempat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
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BAB X |
KETENTUAN PENUTUP

| - Pasal 66 _

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

'a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-
1[/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutari Tanaman
Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2011 Nomor 407) sebagmmana telah

--dlubah dengan Peraturan Menterl Kehutanan Nomor .-

P.31/Menhut-1I/2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-11/2011 t_entang '
‘Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil |
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan
Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 826); ' _ |
b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88 /Menhut-
S | / 2014 '_ tenitang Hutan Kcmasjrarak_atan (Berita IN'egara. B
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495); =
e Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut-
[1/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Repubhk )
lndonesm Tahun 2014 Nomor 1496) '
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/ Menhut-:
/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui

' Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia =

Tahun 2013 Nomor 958),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

_ | Pasal 67 _
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal'

~diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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